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RINGKASAN 
 

ASEF KURNIYAWAN HARDJANA. Strategi Pengelolaan Lanskap 

Berkelanjutan Pascatambang Batubara di Kalimantan Timur. Dibimbing oleh 

HERRY PURNOMO, DODIK RIDHO NURROCHMAT dan IRDIKA 

MANSUR. 

 

Sistem penambangan batubara di Indonesia umumnya dilaksanakan dengan 

cara tambang terbuka dengan metoda gali-isi kembali. Begitu juga kegiatan 

pertambangan yang dilakukan dalam kawasan hutan, sebagian besar dilakukan 

dengan sistem penambangan terbuka. Dengan adanya kegiatan pertambangan di 

kawasan hutan mengakibatkan fungsi hutan terganggu, manfaat hutan pun akan 

berkurang dan pada akhirnya akan mengubah pola lanskap hutan. Namun, tidak 

dapat dipungkiri bahwa kegiatan pertambangan memberikan manfaat bagi negara 

maupun wilayah tersebut, seperti menghasilkan devisa dan pendapatan bagi 

negara dan daerah tersebut, membuka wilayah-wilayah yang tadinya terpencil, 

menggerakkan perekonomian lokal maupun nasional dan menciptakan lapangan 

kerja. Permasalahan yang sering dijumpai dalam proses implementasi kebijakan 

pengelolaan penggunaan kawasan hutan (PKH) yang dibebani izin pinjam pakai 

kawasan hutan (IPPKH) bidang pertambangan adalah pengelolaan keberlanjutan 

lanskap pascatambang batubara pada kawasan hutan tersebut. Terkait degan 

permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi 

pengelolaan lanskap berkelanjutan pascatambang batubara untuk menilai fungsi 

ekologi, ekonomi, sosial budaya, hukum dan kelembagaan, serta infrastruktur dan 

teknologi dalam rangka membangun pemahaman implementasi kebijakan 

pengelolaan lingkungan pascatambang batubara pada kawasan hutan, sehingga 

fungsi dan manfaat kawasan hutan tetap terjaga. 

Konsep pemulihan dan revitalisasi lanskap pascatambang batubara merupakan 

konsep yang mengacu pada semua kegiatan, termasuk kegiatan sosial ekonomi yang 

berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan di daerah yang terganggu. 

Kemudian melakukan koordinasi untuk integrasi yang kompleks di sekitar lanskap, 

misalnya suatu lokasi tertentu harus dapat memenuhi fungsi ekologis secara terpisah, 

sehingga langkah-langkah revitalisasi yang diusulkan harus layak, dan efeknya harus 

dapat diterima oleh masyarakat. Sebagian besar telah berlangsung prosesnya dan 

belum ada yang rampung secara maksimal, dikarena proses penambangan juga 

masih berjalan pada kawasan hutan tersebut. Konsep yang sedang berjalan ini tidak 

hanya mengintegrasikan ekologi lanskap, tapi juga fokus pada pemberdayaan 

masyarakat dalam pengelolaan terpadu wilayah tersebut. 

Analisis berkelanjutan pada perusahaan tambang pemegang IPPKH dapat 

mengelola lanskap pascatambangnya dengan baik dan masuk dalam kategori 

status cukup berkelanjutan. Dimensi ekologi, ekonomi, hukum dan kelembagaan, 

serta infrastruktur dan teknologi termasuk dalam kategori dimensi cukup 

berkelanjutan, kecuali pada dimensi sosial budaya yang menunjukan status kurang 

berkelanjutan. Peningkatan status berkelanjutan dapat dilakukan dengan 

melakukan rutinitas pengawasan, intervensi kebijakan dan perbaikan kinerja, 

khususnya pada pemberdayaan masyarakat sekitar tambang, meminimalisasi 



 

 

tingkat kerusakan lingkungan, serta mengendalikan tingkat gangguan operasional 

terhadap ekosistem hutan.  

Analisis valuasi ekonomi pada lokasi pascatambang bertujuan untuk 

mengetahui nilai manfaat dan eksternalitas (biaya yang harus ditanggung) dari 

kegiatan pertambangan batubara terhadap sumber daya hutan. Nilai manfaat 

batubara lebih terlihat menguntungkan bila eksploitasinya dilakukan pada kawasan 

hutan yang sudah berkurang potensi sumber dayanya (vegetasi dan jasa lingkungan). 

Namun dari nilai eksternalitas, relatif sangat besar kerugian yang diterima, mencapai 

nilai sebesar 92,95%  dari total manfaat bruto pertambangan. Eksternalitas terbesar 

dari deplesi batubara, kemudian manfaat sumber daya hutan yang hilang dan deplesi 

kayu. Selisih nilai ekonomi total sumber daya alam menunjukan nilai kawasan hutan 

sebelum penambangan lebih tinggi, jika dibandingkan dengan nilai kawasan hutan 

pascatambang dengan nilai selisih sebesar US$ 164.109/tahun diluar dari 

keuntungan batubara yang diterima. Namun demikian dengan adanya upaya 

pemulihan lanskap dan ekosistem hutan menunjukkan keseriusan kinerja perusahaan 

pemegang IPPKH untuk melakukan pemulihan kembali kawasan hutan tersebut, 

melalui kegiatan reklamasi, revegetasi dan revitalisasi pada kawasan hutan. Dengan 

begitu layak direkomendasikan, jika saat pengembalian kawasan hutan nanti  

dilakukan pengusahaan dengan izin usaha hutan tanaman jabon atau kayuputih. 

Disamping kedua tanaman ini sangat sesuai dengan kondisi tanah pascatambang, hal 

ini juga dapat mendorong tumbuhnya sumber-sumber ekonomi baru, kestabilan 

sosial dan kelestarian lingkungan.  

Analisis prospektif menghasilkan klasifikasi atribut atau faktor yang menjadi 

indikator kunci dalam implementasi kebijakan penggunaan kawasan hutan dalam 

pengelolaan lanskap berkelanjutan pascatambang batubara di Kalimantan Timur. 

Diantaranya adalah pemanfaatan lahan pascatambang, teknik pengelolaan kawasan 

hutan pascatambang, pengaruh pertambangan terhadap nilai sosial budaya, 

pemahaman teknik pertambangan itu sendiri. Atribut atau faktor tadi merupakan 

indikator pengungkit yang memiliki daya dorong terhadap tingkat pengaruh dan 

ketergantungan dalam kebijakan penggunaan kawasan hutan, sehingga dapat efektif 

dalam implementasinya. 

Skenario yang disusun dalam rangka membangun strategi pengelolaan lanskap 

berkelanjutan pascatambang batubara pada kawasan hutan di Kalimantan Timur 

menunjukkan status cukup berkelanjutan. Dimensi sosial budaya mengalami 

peningkatan yang signifikan, sehingga implementasi kegiatan pada dimensi tersebut 

perlu menjadi perhatian, seperti: (1) meningkatkan peran perusahaan terhadap 

pembangunan masyarakat, (2) menurunkan frekuensi konflik, (3) meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan. Skenario ini merupakan 

gambaran alternatif kondisi masa depan dari setiap faktor kunci, sehingga 

kebutuhan yang didasarkan atas preferensi para pihak dalam penyusunan 

kebijakan perlu diperhatikan. Kinerja paling optimal dalam mencapai tujuan 

merupakan rekomendasi arahan kebijakan yang dapat diadopsi untuk 

diimplementasikan berdasarkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. 

 

Kata kunci: Batubara, Berkelanjutan, IPPKH, Lanskap, Pascatambang, 

Penggunaan Kawasan Hutan  



 

 

SUMMARY 
 

ASEF KURNIYAWAN HARDJANA. Sustainable Landscape Management 

Strategy of Post Coal Mining in East Kalimantan. Supervised by HERRY 

PURNOMO, DODIK RIDHO NURROCHMAT and IRDIKA MANSUR. 

 

Generally speaking, Indonesia‟s coal mining system uses open mining with 

the back filling method. Mining activities  facilitated in forest areas also utilizes 

the open mining system. Mining activity in forest area are dangerous because of 

the precarious work that is done around the delicate forest region. There are many 

recorded instances of coal mining ventures disrupting  the ecosystem, causing 

natural forest benefits to reduce drastically and eventually change the forest 

landscape, topology, water system and pattern. Antithetical to the destruction 

caused,  mining activities in forest areas provide a considerable amount of benefits 

for the country or region. Mining activities generate foreign exchange and income 

for both region and country. Mining activities also support opening up certain 

areas that were previously isolated by creating jobs and introducing technology 

and stimulate local and national economies. There is a major concern often 

encountered in the process of implementing the policies of forest area use 

management (PKH.) There is a burden of  lease-to-use forest area permits (IPPKH) 

in the mining sector is the sustainable management of the post-coal mining 

landscape in the forest area. Related to these problems, the following research was 

conducted to formulate a sustainable post-coal mining landscape management 

strategy in order to assess ecological, economical, socio-cultural, legal and 

institutional functions. Additionally, there is a desire to see advancements of 

infrastructure and technology in order to build an understanding of the 

implementation of post-coal mining environmental management policies in forest 

areas; so that the functions and benefits of the forest area are maintained. 

The post-coal mining landscape restoration and revitalization refers to all 

activities, including socio-economic, related to improving the quality of the 

environment in disturbed areas. Coordination for complex integration around the 

landscape must take place, for example: a particular location must be able to fulfill 

its ecological function separately, so that the proposed revitalization measures must 

be feasible, and the effect must be acceptable to the community. A majority of the 

processes have been ongoing and none have been fully completed, because the 

mining process is still ongoing in the forest areas. This ongoing concept does not 

only integrate landscape ecology, but also focuses on community empowerment in 

the integrated management of the area. 

Sustainable analysis on IPPKH is meant to hold mining companies 

accountable  in managing their post-mining landscape; and fall into the category of 

moderately a sustainable status. The ecological, economical, legal and institutional 

dimensions, as well as infrastructure and technology, are included in the category of 

moderately sustainable dimensions, with the exception of  socio-cultural dimension, 

which shows a less sustainable status. Increasing the sustainable status can be done 

by carrying out routine monitoring, policy interventions and performance 

improvements, especially in empowering communities around the mine, minimizing 



 

 

the level of environmental damage, and controlling the level of operational 

disturbances to the forest ecosystem. 

Economic valuation analysis at post-mining locations aims to determine the 

value of benefits and externalities (costs to be borne) of coal mining activities on 

forest resources. The benefit value of coal looks more profitable if the exploitation is 

carried out in reduced potential resources forest areas (vegetation and environmental 

services). However, from the externalities value perspective, the losses received are 

relatively large, reaching a value of 92,95% of the total gross benefits of mining. The 

biggest externalities come from coal depletion,  deforestation and wood depletion. 

The difference in the total economic value of natural resources shows that the value 

of the forest area before mining process is higher, when compared to the value of the 

post-mining forest area with a difference of US $164,109 per year excluding the 

profit received from coal. However, the efforts to restore forest landscapes and 

ecosystems show the seriousness of the performance of IPPKH holding companies 

to restore these forest areas through reclamation, revegetation and revitalization of 

forest areas. In this way, it is worth noting, if the forest area is restored, exploitation 

will be carried out with a Jabon or Kayuputih plantation forest business license. 

These two plants are not only very suitable for post-mining soil conditions, but also 

able to encourage the growth of new economic sources, social stability and 

environmental sustainability. 

The result of prospective analysis is an attributes classification or key 

performance indicator (KPI) in the implementation of policies on the use of forest 

areas in sustainable post-coal mining landscape management in East Kalimantan. 

Among them are post-mining land use, post-mining forest area management 

techniques, the influence of mining on socio-cultural values, understanding of 

mining techniques itself. These attributes or factors are leveraging indicators that 

have a driving force on the level of influence and dependence on forest area use 

policies, so that they can be effective in their implementation. 

The scenario prepared, in order to develop a post-coal mining sustainable 

landscape management strategy, will be in forest areas in East Kalimantan which 

shows a fairly sustainable status. The socio-cultural dimension has increased 

significantly, so that the implementation of any activities in this dimension needs 

attention, such as: (1) increasing the role of companies in community 

development, (2) reducing the frequency of conflicts, (3) increasing the 

empowerment of communities around mining area. This scenario is an alternative 

illustration of future conditions for each of the key factors, while needs based on 

the preferences of the parties in policy formulation need to be considered. The 

most optimal performance in achieving goals is a recommendation of policy 

direction that can be adopted to be implemented based on the ability of the 

available resources. 

 

Keywords: sustainable landscape, post coal mining, IPPKH, PKH, economic 

valuation 
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PRAKATA 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia 

dan ridho-Nya sehingga Disertasi dengan judul ”Strategi Pengelolaan Lanskap 

Berkelanjutan Pascatambang Batubara di Kalimantan Timur” ini dapat 

diselesaikan. Disertasi ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan, sebagai 

syarat memperoleh gelar Doktor pada bidang studi Mayor Pengelolaan Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 

Disertasi ini disusun dalam IX (sembilan) BAB, yaitu BAB I berisikan 

pendahuluan dan isi turunannya yang merupakan asal muasal penelitian ini, BAB 

II berisikan tinjauan pustaka sebagai informasi yang menguatkan untuk 

melakukan penelitian ini, BAB III berisikan metode umum penelitian yang 

merupakan prosedural ilmiah yang digunakan dalam mendapatkan hasil penelitian, 

BAB IV membahas keadaan umum lokasi penelitian, BAB V membahas kajian 

pengelolaan lanskap berkelanjutan pascatambang batubara pada penggunaan 

kawasan hutan, BAB VI membahas nilai valuasi ekonomi dan manfaat 

pengelolaan lanskap pascatambang batubara di kawasan IPPKH, BAB VII 

membahas status keberlanjutan pengelolaan lanskap pascatambang batubara di 

kawasan IPPKH, BAB VIII membahas strategi pengelolaan lanskap berkelanjutan 

pascatambang batubara di kawasan IPPKH menggunakan analisis prospektif 

skenario implementasi kebijakan, dan bab IX mensintesa hasil penelitian melalui 

pendekatan kebijakan penggunaan kawasan hutan dan strategi pengelolaan 

penggunaan kawasan hutan pascatambang. 
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